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a.

o

BIITPATI INDRAGIRI HULU

hahwa dengan ditetapkannyas Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka
Peraturan Daerah KXabupaten Indragiri Hulu perlu
disesvaikan dengan kewenangan vang diberikan kepada
Kabupaten/kota;

bahwa untuk 1tu Peraturan Daerah Kabhupaten
Indragiri Hulu Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak
Hiburan perlu disesuvaikan dan ditinjau kemhali;

bahwa wvntuk melaksanakan penyesuaian dan peninjauvan
kemhali sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu
ditetapkan dalam suvatu Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 1.2 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tenseah (Lembaran Negars
Tahun 1956 Nomor 25): :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 Indragiri Hilir dengan merubah

UIndang-undang Nomor 152 Tahun ' 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengali {(Lembaran Negara

Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
i N

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Radan
Penvyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
LLembaran Negara Nomor 3684):

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

.Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor J685 ) ;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajek dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor FCRE )

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 teftang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor A3839);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuwangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonecsia Tahun

< N\ A S oo



8. Peraturan Pemerintah Nomor IR e ume el 90 S et A iR
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

9., Peraturan Pemerintah Nomor . 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan' Propinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 34; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

11, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997
tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelengga-
rakan Pembukuan dan Tata Cara Pembuku@n;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1397
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak
Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor (78 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

MEMUTUSZKAN

'tapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PAJAK
HIBURAN,

B AB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
m Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

laerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

‘emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Inidimaiei ol How L,
lupati adalah Bupati Indragiri Hulu.

‘e jabat adalah Pejabat yang ditunjuvk oleh Kepala Daerah untuk
ielaksanakan Peraturan Daerah ini.

linas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu.
‘ajak hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan
laerah atas penyelenggaraan Hiburan. i
[iburan adalah semua jenls pertunjukan dan atau keramaian dengan
)ama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap
rang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas
mtuk berolah raga;

‘enyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyeleng-
arakan hiburan baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak
ain yang menjadi tanggungannya.

enonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu
iiburan untuk melihat dan mendengar atau menikmatinya atau
lenggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan
tecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas vyang menghadiri
mtuk melakukan tugas pengawasan.,



Tanda Masuk adalah svatu tanda atau alat yang sah dengan nama
dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menguna-
kan atau menikmati,

Surat Pemberitahuvan Pajak Daerah (SPPD) adalah yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak
yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah . yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang
terhutang ke Kas Daerah, ketempat lain vyang ditetepkan oleh
Bumat 1

surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang.

Snrat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDXKB) adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, Jjumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tamhahan (SKPDKBT)
adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak
vang ditetapkan.

surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak
terhutang dan tidak ada kredit Pajak;:

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak
terhutang dan tidak ada kredit Pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah - (STPD) adalah Surat untuk melakukan
tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Donlh LI
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap penvelengga-
raan Hiburan .

Objek Pajak adalah semua penyelenggara hiburan:

5

2o

1buran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
Pertunjukan film:

Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;

RPereelsiran musik dan tarti:

Karaoke;

Permainan Bilyard;

Mandi Uap;

Pertandingan Olahraga;

Rental penyewaan kaset Video QD dan Video.
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Pasal 3

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan
atauv menikmati hiburan: '

Wajib Pajak adalah orang prihadi atau badan vang menyelenggarakan
hiboran.



RS ASE RS TRTeT
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

asar pengenaan Pajak adalah Jumlah pembayaran atanu yang seharusnya
‘ihayar untuk menonton dan atau menikmat i Rrbwran,

Pasal =
tsarnya tarif Pajsk untuk setiap Jenis hiburan adalah

Untuk jenis pertunjukan film dan keramaian umum yang mengeunakan
sarana bioskop ditetapkan :
1. Golongan I Utama sebesar 35 % (tiga puluh ]ima persemn i
2. Golongan [ sebesar 32 % (tiga puluh dua persen )
4. Golfonean sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
4. Golongan I sebesar 28 % (dva puluh delapan perEsen )y
5 e
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. Golongan sebesar 26 dua puluh enam NeTsien )i
6. Golongan sebesar 25 dua puluh lima persen);
7. Golongan sebesar 23 % (dva puluh tiga persen):
3. Jenis keliling sebesar 20 % (dua puluh persen)

D asmes >

Untuvk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisionsg!,
pertunjukan sirkus pameran seni, pameran busana, Kontes
kecantikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
Intuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan 25 % (dua
ruluh lima persen);
Untuk karaoke ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima plersen ).
Untuk permainan Bilyard ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh
wersen
)LMtuk Mandi Uap dan sejenisnya ditetapkan Sebesar 33 % (tiega puluh
lima persen);
»Untuk Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 25 % (dua R R
lima persen);
Untux Penyewaan Kaset Video €D dan Video ditetapkan sehesar 20 %
fdua puluh persen). :

B'AB IV

WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6
) Pajak yang terhiitang dipungut di Wilayah Kabupaten Indragiri

Hulu;

] Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal § dengan dasar pengenaan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

B AR V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

sa Pajak adafan jangka waktuy yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.



Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjad;i pada saat penyelengearaan
Hrbhoran.,

Pasal 9

Setiap Wajib Pajak waiib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau kuvasanya.

SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepads
Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakbirnya masa pajak.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati,

B AB WY

TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan mernerhitkan SKPD.
Apabila SKPD sebagaimana dimaksud rada ayat (1) tidak atau Kurang
dibayar setelah lewat waktuy paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi .administrasi berupa bunga
sebesar 5 % (lima persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan
STRPD, ' .

Pasal )

Waiib Pdiak yYang membayar semndl SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitung-
kan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang,

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutang Pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

¢c. SKPDN.
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atav keterangan lain

pajak yang terhutang tidak atauy kurang dibavar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen)
sebulan dihitung dari pajak yvang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu raling lama 24 (dua ruluh empat) bulan
dihitung sejak saat terhutang pajak.

I, Apabiles SPTrD tidak disampaikan dalam Jangka waktu. vang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanks;i
administrasi berupa secara tertulis, dikenakan sanksi adminis-
trasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atauy terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) hulan terhitung sejak
saat terutangnya pajak,

¢. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang
terutang dihitung secara Jabatan dan dikenakan sanksi adminis-
trasi herupa kenaikan schesar 29 % (Hue ol Fimn  persen)
duri pokok  pajak A tambial GRS PSS TN I R bervupn bhunga
Sebesair L8 e (S persen) sebulan dihituvngdari paiak Vang

kvrang nitan Ferdambat oibavea R S A e P i e S pal ey famn
R R T T T cmpat ) bolan il e we ok et Lerntangnyn
pagnk.



SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan
apabila ditemukan data baru atav data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang  terutang, akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 %
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersehyt.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan

~apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah

kredit pajak atau rajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak,

Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam . SKPDKR dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud rada ayat (2) huruf a dan b tidak
atav tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga 5 % (lima persen) sebulan.
Penambahan jumlah pajak yang terhuvtang sebagaimana dimaksud ayat
(4) tidak dikecnakan nada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 2

Pembayaran Pajak dilakuvukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuvai waktu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.,

Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 X 24 jam atav dalam waktv yang ditentukan oleh
Kepala Daerah, '
Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud rada ayat (1) dan avat (2)
dilakukan dengan menggunakan SSPD,. ;

Pasal 1.3

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas,

Kepala Daerah dapat memberikan persetuvjuan kepada Wajih Pajak
untuk mengangsur Pajak tervtang dalam kuruvn waktuy Fertentur,
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan,

Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (205
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan
dikenakan bunga sebesar 5 % (lima persen) sehulan dari Jumlah
Pajak yang belum atau kurang dibayar.,

Kepala Daerah dapat memberikan persetujvan kepada Wajib Pajak
untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yvang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang, ditentukan dJdengan dikenakan
bunga 5 % (lima persen) sebulan dari jumlah pajak vyang belum atau
kurang dibayar, .

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pemhayaran serta
tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 14

Setelah pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal i
diberikan tanda  bukti pembhayaran dan dicatat dalam buku
Renerimaan, .

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan bukuy
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
oleh Bopati. :



Pasal fie)

(1) Surat Teguran AREATS Ui At Pcrinpdtcn aAtau surat Inin ynnp scjenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan ~Pajak dikelvarkan 7
(tujuh)

1. Nama dan alamat Wajib Pajak: :

b. Jenis Reklame yang akan diselenguarakan:
c¢. Judul/Teks/Isi Reklame;

d. Lama penyelenggaraan;

¢. Luvas dan ketinggian:

f. Lokasi:
2. Keterangan-keterangan lain yang diaenggap perlu.
(2) Bentuk, iai dan tata cara penyampaian - SPT sehagaimana dimaksud

ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
B AB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15§

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atauy surat lain yang sejenis
sebagali awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikelvarkan 7
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran
atav Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Waiib Pajak
haruvs melunasi Pajak Terutang,

(RS Yira ¢ Teguran, Surat Peringatan ataw surat lain yang sejenis
: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat
Daerah,
Pasal 16

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
atauv Surat Peringatan atavu surat lain yang sejenis jumlah pajak
yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua
puluvh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atauv surat lain yang sejenisnva,

Pasal 17
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2
¢ 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera
nenerhitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib pajak belum juga melunasi utang
rajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tangga! pelaksanaan

Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan
enetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19
ietelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tangegal, jam dan tempat
elaksanaan lelang. Juru sita memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada Wajib Pajak.

Basals 20

lentuk, jenis dan isj formulir yang digunakan untuk pelaksanaan
enagihan daerah ditetapkan oleh Bupati.



e 5
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 21

Kepala Daerah herdasarkan permohonan Wajibh Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, :
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Kepala Daerah karena jabhatan atau atas permohonan Wajib Pajak

dapat : .

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atav STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan
atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundeng-undangan
perpajakan daerah;

h. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak vaneg tidak
benar;
C. mengurangkan atavu menghapuskan sanksi administrasi berupa

bunga, denda dan kenaikan pajak yang teruvtang dikenakan karena

kekhilafan Wajih Pajak atau bukan karena kesalahannva.
Permohonan 'pembetulan pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi eatas SKXPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
Jisampaikan secara - tertulis oleh Wajih Pajak kepada Kepala
Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKRBT, STPD dengan
memberikan alasan yang jelas.
Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sehbagaimana dimaksud pada ayaie PR gt e r i'ma sudah
harus memberikan keputusan.
Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.:

B A B X T

KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23

Waiib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau Pejabat atas suatu

a. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

bh. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar).

¢. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan),
d. SKPDLRB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar).

e. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil),

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan
SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Waijib Pajak itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.



Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan
Keputusan, &

Kepala Daerah atauv Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sebagaimana dimaksud pada avat (3) Kepala Daeralh atau
Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap
dikabulkan,

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menunda kewajiban membayar Pajak,

Pasal 24
Waijib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah
diterimanya Keputusan Keberatan. ‘ .
Pengajuan hbanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25‘

Apablla pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau
selurvhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan untuk paling lama 24
(dua puluh empat) bulan,

B A B XII
"PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 26

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengemhalian kelebihan
pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara
tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya

a. Nama can alamat Wajib Pajak

b. Masa Pajak;

C. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;

d. Alasan yang jelas.

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘harus

‘memberikan keputusan,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui
Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
rengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan,
Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan vuntuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak
dimaksud. '
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLR dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 " (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala
Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dva
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.



Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan vutang Pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) pembayarannya
dilakvkan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran., :

BEA B XIIT
KADALUWARSA
Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan pengihan Pajak, kadnluwnrsa setelah molampau i
Jangka waktu S (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Pajak, kecvali apabila Wajib Pajak melakukan tindak nidana
dibidang Perpajakan Daerah.

(?) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana Jdimaksud ayat (1)
tertangguh apabila

a, Diterbitkan Svurat Teguran dan Surat Paksa atau;
b, Ada pengakuhan Hutang Pajak dari Wajib Pajak bhaik langsung
maupun tidak langsung, '

B AB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib Pajak yaneg karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTED atau
mengisi dengan tidak benar atav tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Kevangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan atav dengan denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang
terhutang. .

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atav tidak lengkap atau melampirkan,
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Kevangan Daerah
dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (duva) tahun

dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang
tervtane,

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak gttt
setelah melampavi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat
terutangnya Pajak atavu berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV
PFEENY D I Al
Pasal 31
(1) Pejabat Pegawsi Negeri Sipil tertentvu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.



(2) Wewenang Penvidik sebagaimana dimaksud avat 1 (satv] pasal ini

adalah

a. Menerima, mencari, mengumpulkan .dan meneliti keterangan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

b, Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

mengenal Instansi atau Badan Hukum atau Orang Pribadi tentang
kebenaran perbuatan yang dilakuvkan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti sebagaimana yang dimaksud
ayat 2 (b) dalam Pasal ini;

d. Memeriksa buku-buku, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen Jain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e, Melakukan penggeledahan wuntuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantvan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:
¢, Menyuruh berhenti, melarang =sScseorang meninggalkan ruvangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa indentitas orang dan huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;
{. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagaimana tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum vang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat i featy) pasal Ini
memberitahukan dinilainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan vang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana,

B AR XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati .,

Pagal 33
Dengan bherlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Huluv Nomor 06 Tahun 1998 dinvatakan tidak herlaku
lagi . :




Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
AgRar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

penzundangan Peraturan Daerah 1ini dengan menempatkannya dalam
Lembaran Dacrah Kabupaten Indragiri Hulu.

Disehkan d1 XK ® n g & ¢
pada tanggal Z - \O- 2000
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